GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan bermngahg mampu
menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan sesogad tuntutan
dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan iasgonal, maka
pendidikan diselenggarakan secara terencana, heraman
berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan daoapgan
akses pendidikan bermutu;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangefetah
Daerah menyatakan pendidikan merupakan urusan wggibg
menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah llaenaka
perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukuatand
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikamuber

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tedsdaot huruf a
dan b perlu membentuk Peraturan Daerah ProvimabiJéentang
Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentamgb@ntukan
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat | Sumatera BaaatbUdan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Noff®)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Néindahun
1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 @afahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantigkafi |
Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-+tun{lzembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, bEdman
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1&mang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repulnidoriesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubahasekgndang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Républi
Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Rkpub
Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun32@dtang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Rdpubtionesia
Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Rkpubl
Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk



10.

11.

12.

13.

14.

15.

17.

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara epub
Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaraganse
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemkriDterah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noffb,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noni37}¢
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhigaserundang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kektaa
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembant®aerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nob®,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@w4 )4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun52@Mhtang
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik IndornEsihaun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Irslariéomor
4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentarand&t
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik led@n Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubtibniesia
Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgb&gan
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintdbaerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotamflaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TEdmab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentargariasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indarfegiun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indarésmor
4751);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang \Balajar.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NoS®,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@&i8 )4
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentamglaPaan
Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesiauma2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indariésmor
4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang (Gembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, bedran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentangafgan
Profesi Guru dan Dosen (Lembaran Negara Repuldiériasia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repuhdikniesia
Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangeRdaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Ré&pimolonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 5105);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentartg Tara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukanndiaua
Gubernur sebagi Wakil Pemerintah di Wilayah Pravi{hembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, TEdrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangplDi

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik tedta Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubtibniesia
Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Normor 66 Tahun 2010 tentasmybBhan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentamgpeR#aan dan



Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara R&pudibnesia Tahun
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Reputdiniesia Nomor
5157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Daerah adalah Provinsi Jambi

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atauk@Va] dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Jambi.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabofadta di wilayah provinsi
Jambi.

Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayatopinsi Jambi

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalahamBa8&tandar Nasional
Pendidikan yang dibentuk oleh Pemerintah.

Dinas Pendidikan Provinsi adalah Satuan Kerja Rig@n Daerah yang
bertanggungjawab di bidang pendidikan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjuttigabut adalah Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jambi.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana umwkjodkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secararaktigembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pedgéan diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yapgridkan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Praansi.

Pendidikan bermutu adalah terlaksananya standadigikan bermutu pada satuan
pendidikan

Satuan pendidikan adalah kelompok pelayanan pdwaidyang menyelenggarakan
pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan infafrpada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yangttaeksur dan berjenjang yang terdiri
atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dandiendtinggi.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upasanbinaan yang ditujukan
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enaum tgaing dilakukan melalui
pemberian rangsangan pendidikan untuk membanturpbuhan dan perkembangan
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapanndat@emasuki pendidikan lebih
lanjut.

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yangamdebi jenjang pendidikan
menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) dan madiatsadiyah (MI) atau bentuk
lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pe(aiRB) dan Madrasah Tsanawiyah
(MTs), atau bentuk lain yang sederajat.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikantimjpendidikan dasar, berbentuk
Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (M3&gkolah Menengah Kejuruan
(SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bétain yang sederajat.
Pendidikan tinggi adalah pendidikan tinggi di bigaependidikan yang menghasilkan
tenaga kependidikan.

Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, PdaterDaerah, masyarakat, d
lembaga sosial masyarakat

Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, PemeriDtdrah, Penyelenggara satuan
pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nomfalr

Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturtéantgkewenangan dan tanggung
jawab dalam penyelenggaraan sistem pendidikan masioleh penyelenggara
pendidikan.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkkasfi sebagai guru, dosen,
konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, undur, fasilitator, dan sebutan lain
yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpastisimlam menyelenggarakan
pendidikan.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakatngangabdikan diri dan diangkat
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan .

Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang dibemastugmbahan sebagai kepala
satuan pendidikan.

Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesiggemerintah yang mempunyai
perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusangembangkan potensi diri
melalui proses pembelajaran yang tersedia pada j@ojang dan jenis pendidikan
tertentu.

Wajib belajar adalah peserta didik yang mengikatigpam pendidikan minimal yang
harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggawepl) Pemerintah, Pemerintah
Daerah dan Masyarakat.

Badan Akreditasi Sekolah adalah lembaga independeg berfungsi melakukan
penilaian kelayakan suatu satuan pendidikan yamendliik oleh pemerintah.

Standar mutu pendidikan adalah kriteria minimaltaeg mutu penyelenggaraan
pendidikan yang meliputi standar mutu pendidik/genkependidikan, standar mutu isi,
standar mutu proses, standar mutu kompetensi hylus@ndar mutu sarana dan
prasarana, standar mutu pengelolaan, standar reathigyaan, standar mutu penilaian
pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Jambi.

Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuamudah yang mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan.

Standar mutu isi adalah ruang lingkup materi dagkiat kompetensi yang dituangkan
dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, komgeteshan kajian, kompetensi mata
pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harusndlpeoleh peserta didik pada
jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Standar mutu proses adalah standar nasional pkadidyang berkaitan dengan
pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikak mn@ncapai standar kompetensi
lulusan.

Standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan ladalteria pendidikan prajabatan
dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendiddaam jabatan.

Standar mutu sarana dan prasarana adalah starsianailgendidikan yang berkaitan
dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tatrierolahraga, tempat beribadah,
perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempanhain, dan tempat berkreasi, serta
sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunpjaroses pembelajaran, termasuk
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Standar mutu pengelolaan adalah standar nasiondidiean yang berkaitan dengan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegatditikan pada tingkat satuan
pendidikan, kabupaten/kota, provinsi agar tercapdisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pendidikan.

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatupdki@mn dan besarnya biaya
operasi satuan pendidikan yang berlaku selamaaiaun.



36.

37.

38.

39.

40.

41.

Standar mutu penilaian pendidikan adalah standsiomal pendidikan yang berkaitan
dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penhaisihbelajar peserta didik.
Penilaian pendidikan adalah kegiatan pengendgtienjaminan, dan penetapan mutu
pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikata gtiap jalur, jenjang, dan
jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawpbagelenggaraan pendidikan.
Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yemgnggotakan orangtua/wali
peserta didik, komunitas sekolah atau madrasatg s@oh masyarakat yang peduli
pendidikan.

Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang bgrdagan berbagai unsur
masyarakat yang peduli pendidikan di Provinsi Jambi

Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan rdiodambi adalah badan
monitoring, evaluasi dan pengawasan secara mapediaksanaan peraturan daerah
tentang penyelenggaraan pendidikan di provinsi Jamb

Badan Advokasi Guru Daerah Jambi adalah badan yaegberikan bantuan
perlindungan hukum bagi tenaga pendidik dan ke oigeth.

BAB Il
RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah Penyelenggaraandiardmeliputi:

T oSs@meoooTw

kurikulum pendidikan bermutu;

proses pendidikan bermutu;

kompetensi lulusan bermutu;

pendidik dan tenaga kependidikan bermutu;

sarana dan prasarana bermutu;

pengelolaan pendidikan bermutu;

pembiayaan;

penilaian bermutu;

badan pengawas dan pengendali mutu pendidikan Jambi
penelitian dan pengembangan pendidikan.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikaiungsi sebagai dasar dalam
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pesagap@nyelenggaraan pendidikan dalam
rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu di witageovinsi Jambi.

Bagian Ketiga



Tujuan
Pasal 4

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan kartwjotuk percepatan tercapainya mutu
pendidikan di wilayah provinsi Jambi yang memenddun/atau melampaui stdndar nasional
pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa dabenémk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat.

BAB Il
KURIKULUM PENDIDIKAN BERMUTU
Bagian Kesatu
Standar Isi
Pasal 5

(1) Standar isi merupakan ruang lingkup materi darkahggompetensi yang dituangkan dalam
kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensabadajian, kompetensi mata pelajaran,
dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi alelhdan dicapai oleh peserta didik pada
jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

(2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atekmrangka dasar dan struktur
kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuapendidikan, dan kalender
pendidikan/akademik.

(3) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidakeak usia dini, pendidikan dasar, dan
menengah berpedoman pada panduan yang disusuBSiNip.

Bagian Kedua
Kurikulum PAUD
Pasal 6

(1) Kurikulum PAUD diarahkan pada perkembangan perilalan kemampuan dasar anak usia
dini;

(2) Kurikulum PAUD yang dimaksud pada ayat (1) agar miknkemampuan kognitif, afektif,
dan psikomotorik sesuai dengan tingkat perkembaagak usia dini;

(3) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduargydisusun BSNP;

Bagian Ketiga

Kurikulum Sekolah Dasar/
Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat

Pasal 7

(1) Kurikulum SD/MI/ Sederajat diarahkan untuk mintuk peserta didik agar memiliki
kemampuan membaca dan menulis, kecakapan berhikemgampuan berkomunikasi,
moral dan akhlak mulia;

(2) Pelajaran akhlak dan moral yang dimaksudapayght (1) yaitu penguatan pelajaran
keagamaan dan adat Jambi;

(3) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepadaghzan yang disusun BSNP;

(4) Pembelajaran bahasa asing seperti Inggris, Aramndiskin dan sebagainya disampaikan
secara aktifactive speaking) dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luael



(5) Mata pelajaran yang bersifat keterampi(gkill) seperti seni, olahraga, kerajinan tangan,
pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pemiaaritekakapan psikomotorik;

(6) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan madrasaHh#eko

(7) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dilakekdasarkan materi ajar yang
ditawarkan dalam kurikulum;

(8) Setiap satuan pendidikan menetapkan format term@amgpana pelaksanaan pembelajaran
(RPP);

(9) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kaenp& dasar dan mata pelajaran
utama,;

(10) Penguatan kompetensi dan skill peserta didik dia@alpada potensi daerah atau kearifan
lokal.

Bagian Keempat

Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/
Madrasah Tsanawiyah/Sederajat

Pasal 8

(1) Kurikulum SMP/MTs/Sederajat diarahkan untuk membkngeserta didik agar memiliki
kemampuan gemar membaca dan menulis, berhitungarkpoman berkomunikasi, moral
dan akhlak mulia, serta kompetensi khusus yarhirtanya potensi bakat peserta didik;

(2) Khusus mata pelajaran moral dan akhlak mulia mielalateri wajib agama dan Adat
Jambi.

(3) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduangydisusun BSNP dan dapat
memasukkan pendidikan kecakapan hidup dan penditiebasis keunggulan lokal;

(4) Pembelajaran bahasa asing seperti Inggris, Aralmditan dan sebagainya disampaikan
secara aktifactive speaking) dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luael

(5) Mata pelajaran yang bersifat keterampi(gkill) seperti seni, olahraga, kerajinan tangan,
pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pemla@ritekakapan psikomotorik;

(6) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan madrasaHh#eko

(7) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ditakhdedasarkan materi ajar yang
ditawarkan dalam kurikulum;

(8) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tenm@amgana pelaksanaan pembelajaran

(RPP);

(9) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kaenp& dasar dan mata pelajaran
utama;

(10) Penguatan kompetensi dan skill peserta didikalkan pada potensi daerah atau kearifan
lokal.

Bagian Kelima

Kurikulum Sekolah Menengah Atas/
Madrasah Aliyah/Sederajat

Pasal 9

(1) Kurikulum SMA/MA Sederajat diarahkan untuk membdnpeserta didik agar memiliki
kemampuan gemar membaca dan menulis, berhitungarkpoan berkomunikasi, moral
dan akhlak mulia, serta kompetensi khusus yarhirtanya potensi bakat peserta didik;

(2) Khusus mata pelajaran moral dan akhlak mulia melalateri wajib agama dan Adat
Jambi.

(3) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduangydisusun BSNP dan dapat
memasukkan pendidikan kecakapan hidup dan penditi&ebasis keunggulan lokal;

(4) Pembelajaran bahasa asing seperti Inggris, Aralmditan dan sebagainya disampaikan
secara aktifactive speaking) dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luael



(5) Mata pelajaran yang bersifat keterampi(gkill) seperti seni, olahraga, kerajinan tangan,
pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pemlaantekakapan psikomotorik;

(6) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan madrasah&eko

(7) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ditathdrdasarkan materi ajar yang
ditawarkan dalam kurikulum;

(8) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tem@amgana pelaksanaan pembelajaran
(RPP);

(9) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kamgit dasar dan mata pelajaran
utama;

(10) Penguatan kompetensi dan skill peserta didik dia@alpada potensi daerah atau kearifan
lokal.

Bagian Keenam
Kurikulum SMK/MAK
Pasal 10

(1) Kurikulum SMK/MAK Sederajat diarahkan untuk memhéapeserta didik agar memiliki
kemampuan kompetensi khusus yaitu terbinanya pdtekat peserta didik;

(2) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduangydisusun BSNP dan dapat
memasukkan pendidikan kecakapan hidup dan penditi&ebasis keunggulan lokal;

(3) Pembelajaran bahasa asing seperti Inggris, Aramditan dan sebagainya disampaikan
secara aktifactive speaking) dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luaael

(4) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan hiflufp skill) seperti seni, olahraga, kerajinan
tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kegaadbemtukan kecakapan psikomotorik;

(5) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan SMK/MAK

(6) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran difalhdedasarkan materi ajar yang
ditawarkan dalam kurikulum;

(7) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentamgana pelaksanaan pembelajaran
(RPP);

(8) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kamepse dasar dan mata pelajaran
utama;

(9) Penguatan kompetensi dan skill peserta didik dieatpada potensi daerah atau kearifan
lokal.

(10) Khusus mata pelajaran moral dan akhlak mulia melalateri wajib agama dan Adat
Jambi.

Bagian Ketujuh

Kurikulum Perguruan Tinggi Kependidikan
(Universitas, Institut, Sekolah Tinggi/Sederajat)

Pasal 11

(1) Kurikulum perguruan tinggi diarahkan kepada mahesiagar memiliki kompetensi umum
yaitu mampu mengembangkan sikap ilmiah, kritislisgaobjektif dan menjunjung tinggi
nilai-nilai etika (akhlak/moral);

(2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiapgram studi di perguruan tinggi
dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masingupe&ag tinggi dengan mengacu
kepada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);

(3) Penguatan kurikulum muatan lokal diarahkan untuknumg@ng kompetensi dan skill
mahasiswa diarahkan pada potensi daerah ataudeboifal.

BAB IV



(1)

(2)

@)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
9)

(1)
(2)
3)

(4)
(5)

PROSES PENDIDIKAN BERMUTU
Bagian Kesatu
Proses Pembelajaran
Pasal 12

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan dilakskgara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didikkuberpartisipasi aktif, serta
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kréasivkemandirian dan keteladanan;
Setiap satuan pendidikan memiliki standar minimalsps pembelajaran yang meliputi
perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pg@Erdiel penilaian  hasil
pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajartuk uerlaksananya proses
pembelajaran yang bermutu;

Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, lgerperan sebagai fasilitator,
mediator, dan suri tauladan;

Perencanaan proses pembelajaran sekurang-kurangmiguti silabus, Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berisi tujeanrbglajaran, materi ajar, metode
pengajaran, sumber belajar dan penilain hasil &elaj

Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhjatikiah maksimal peserta didik per
kelas maksimal 30 peserta didik, beban mengagisimal per pendidik, rasio maksimal
buku teks pelajaran setiap peserta didik dan nasiksimal jumlah peserta didik setiap
pendidik;

Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengageméangkan budaya membaca
menulis;

Penilaian hasil pembelajaran pada setiap jenjandigi&an menggunakan berbagai teknik
penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang tikuesai peserta didik;

Teknik Penilaian dapat berupa tes tertulis, obsertas praktek, penugasan individu dan
kelompok;

Pengawasan proses pembelajaran meliputi: pemantsuaervisi, evaluasi, pelaporan dan
pemberian umpan balik yang dilakukan secara kontinu

Bagian Kedua
Penerimaan Siswa Baru
Pasal 13

Setiap satuan pendidikan diwajibkan melaksanakapsegr penerimaan siswa baru
berdasarkan kebutuhan maksimal satuan pendidikagadememperhatikan rasio per kelas
maksimal 30 orang, rasio guru, rasio sarana dasapaa yang dimiliki satuan pendidikan;
Setiap satuan pendidikan harus memiliki standasgwopenerimaan siswa baru yang
ditetapkan oleh satuan pendidikan yang tidak betgyan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Penerimaan siswa baru dilakukan dengan asas pjekisparan dan akuntabel,

Satuan pendidikan tidak dibenarkan menerima caeserta didik diluar kouta atau
kapasitas sebagaimana dalam ayat 1;

Besaran biaya kebutuhan penerimaan siswa baru sadglan pendidikan diatur oleh
peraturan gubernur dan/atau  Bupati/Walikota segam@porsional, transparan dan
akuntabel sesuai dengan kewenangan.

BAB V



KOMPETENSI LULUSAN

Bagian Kesatu
Kompetensi Lulusan

Pasal 14

(1) Setiap satuan pendidikan menetapkan standar kemgpdulusan yang digunakan sebagai
pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan pefidita

(2) Setiap satuan pendidikan menetapkan standar kongpéiéusan untuk mata pelajaran yang
tidak diujikan secara nasional di atas standarmahimata pelajaran yang diujikan secara
nasional;

(3) Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensikus&luruh mata pelajaran dan/atau mata
kuliah;

(4) Standar lulusan sekolah/madrasah merujuk pada gevnditetapkan oleh BSNP.

(5) Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan ipgh yang bersangkutan sesuai dengan
kriteria yang dikembangkan oleh BSNP.

Bagian Kedua
Kompetensi Lulusan PAUD/RA/Sederajat

Pasal 15

Kompetensi lulusan diarahkan pada pembentukan sikemdiri, berani, bersosialiasi,
berinteraksi dengan lingkungannya,;

Bagian Ketiga
Kompetensi Lulusan SD/MI/Sederajat

Pasal 16
Kompetensi lulusan diarahkan pada peletakan desegrdasan, pengetahuan, kepribadian,
akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup maraghn mengikuti pendidikan lebih lanjut;

Bagian Keempat
Kompetensi Lulusan SMP/MTs/Sederajat
Pasal 17

Kompetensi lulusan diarahkan pada peletakan desegrdasan, pengetahuan, kepribadian,
akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup marghn mengikuti pendidikan lebih lanjut;

Bagian Kelima
Kompetensi Lulusan SMA/MA/Sederajat
Pasal 18
Kompetensi lulusan SMA/MA/Sederajat diarahkan untukeningkatkan kecerdasan,

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta katgitan untuk hidup mandiri dan mengikuti
pendidikan lebih lanjut.

Bagian Keenam
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Kompetensi Lulusan SMK/MAK
Pasal 19

(1) Kompetensi lulusan SMK/MAK diarahkan untuk menintgea keterampilan untuk hidup
mandiri, kecerdasan, pengetahuan, keperibadiariakakhulia serta keterampilan untuk
hidup mandiri (sebaiknya menjadi arah yang utanaa ohengikut pendidikan lebih lajut
sesuai dengan bidang;

(2) Kompetensi lulusan SMK/MAK diarahkan untuk menjatitnaga kerja yang siap pakai
sesuai dengan bidang kejuruannya.

Bagian Ketujuh

Kompetensi Lulusan
Perguruan Tinggi Kependidikan
(Universitas, Institut, Sekolah Tinggi)

Pasal 20

(1) Kompetensi lulusan perguruan tinggi bidang kepekdid diarahkan untuk
mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masytayang berakhlak mulia, memiliki
pengetahuan dan keterampilan, kemandirian dan nkénsikap untuk menemukan,
mengembangkan dan menerapkan ilmu teknologi dan gang bermanfaat bagi
kemanusian;

(2) Satuan pendidikan tinggi bidang kependidikan dieaahmenghasilkan pendidik yang
memiliki kualifikasi akademik sarjana dengan konepesi sebagai agen pembelajaran yaitu
menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepaiba#ompetensi profesional, dan
kompetensi sosial, sehat jasmani dan rohani, miankémampuan untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional serta memiliki sertifigeofesi guru.

BAB VI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu

Pendidik
Pasal 21
(1) Pendidik terdiri dari guru, dosen, konselor, tutpgmong belajar, instruktur, fasilitator,
motivator, atau sebutan lain yang sesuai dengarhuseisan dalam penyelenggaraan
pendidikan;
(2) Pendidik harus memiliki identitas, berwawasan, nu@sgi ilmu, seni, budaya dan teknologi
dasar, memiliki kualifikasi akademik, dan kompetessbagai agen pembelajaran, serta
memiliki sertifikat profesi;

(3) Persyaratan pendidik sebagaimana dimaksud padd2)yeterupakan persyaratan minimal
yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dalanaksahakan tugas profesi.

Bagian Kedua
Lembaga Pendidikan Calon Guru
Paragraf 1
Pendidikan Calon Guru

Pasal 22
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(1) Pendidikan calon guru dilaksanakan oleh LembagadiBfian Tenaga Kependidikan
(LPTK) yang terakreditasi A pada perguruan tinggngy memiliki LPTK.

(2) Jika point pada ayat (1) tidak terpenuhi pemerintalerah dapat mendirikan lembaga
pendidikan guru yang berkualifikasi dan terakresditgang tidak bertentangan dengan
undang-undang.

(3) Pemerintah daerah wajib membantu LPTK pada pergutusygi dalam mewujudkan
lembaga pendidikan guru yang berkualitas.

(4) Mahasiswa LPTK calon guru diprioritaskan memperdieasiswa dari pemerintah daerah.

(5) Pemerintah daerah bekerjasama dengan perguruan dalgm menetapkan kualifikasi dan
standarisasi sarana, proses, fasilitas, tenaga agng dalam mewujudkan tempat
pembelajaran guru yang moderen, berkualitas dagulng

(6) Calon guru yang belajar pada LPTK harus mempeqmebes pembelajaran yang terbaik.

(7) Sumber input mahasiswa LPTK atau lembaga pendidiken adalah siswa yang memiliki
bakat dan minat sebagai guru dengan rangking 1wak@ di SMU sederajat.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi Guru
Pasal 23

(1) Tugas guru adalah sebagai perencana pembelajataksana pembelajaran, dan penilai
dalam proses pembelajaran, serta membimbing daatimpkserta didik;

(2) Fungsi guru adalah menjadi suri tauladan, fatiitanediator, motivator, dan mentor serta
menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Paragraf 3
Rekrutmen Guru
Pasal 24

(1) Pemerintah provinsi wajib memenuhi ketersedian rcajaru yang bermutu, baik dalam
jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi asac merata untuk menjamin
keberlangsungan pendidikan bermutu di provinsi Jamb

(2) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutgliam, baik dalam jumlah, kualifikasi
akademik, maupun kompetensi secara merata untufamignkeberlangsungan pendidikan
anak usia dini dan pendidikan dasar serta pendidikenengah;

(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukanitmen dan penempatan guru harus
menyebutkan satuan pendidikan yang membutuhkan;

(4) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan segjiibdan transparan sesuai dengan
kebutuhan dan peraturan perundang-undangan;

(5) Rekruitmen tenaga pendidik harus memenuhi standar:

lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan K)B/&ng terakreditasi A;

berkualifikasi minimal sarjana/ S1;

memiliki sertifikat profesi guru;

memiliki minat dan bakat untuk menjadi guru;

memiliki kepribadian yang menarik dan unggul,

sehat jasmani dan rohani;

. lulus tes dan/atau assesment skolastik;

(6) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pgala (3) rekruitmen pendidik
diutamakan:

a. calon guru yang mendapat beasiswa tunjangan ikias (TID);
b. telah mengikuti program magang di satuan pendidikanimal 1 tahun;
c. memiliki prestasi khusus.

~poooTw

(o]

Paragraf 4
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Program Induksi bagi Guru Pemula
Pasal 25

(1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan progrataksi bagi guru pemula yang
berstatus CPNS, dan /atau PNS mutasi dari jabaiannheliputi:

a. guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipPNE) yang ditugaskan pada
sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh pemteatdu pemerintah daerah;

b. guru pemula berstatus pegawai negeri sipil (PN&pean dari jabatan lain;

c. guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sékmddnasah yang diselenggarakan
oleh masyarakat.

(2) Program induksi dilaksanakan di satuan pendidtkampat guru pemula bertugas selama 1
(satu) tahun dan dapat diperpanjang paling laifsatl) tahun.

(3) Bagi guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasijalaatan lain, program induksi
dilaksanakan sebagai salah satu syarat penganglatan jabatan fungsional guru.

(4) Bagi guru pemula yang berstatus bukan PNS, pnodnaluksi dilaksanakan sebagai salah
satu syarat pengangkatan dalam jabatan guru tetap.

(5) Program induksi dilaksanakan secara bertahap damasgy-kurangnya meliputi persiapan,
pengenalan sekolah/madrasah dan lingkungannya, ksaglaan dan observasi
pembelajaran/bimbingan dan konseling, penilaian,mdaporan.

(6) Guru pemula diberi beban mengajar antara 12 (diss)bkingga 18 (delapan belas) jam
tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran, beban bimbingan antara 75 (tujuh
puluh lima) hingga 100 (seratus) peserta didiler fahun bagi guru bimbingan dan
konseling.

(7) Selama berlangsungnya program induksi, pembignzdiepala sekolah/madrasah, dan
pengawas wajib membimbing guru pemula agar megjadi profesional.

(8) Pembimbingan yang diberikan meliputi bimbingan lana perencanaan
pembelajaran/bimbingan dan konseling, pelaksakagiatan pembelajaran/ bimbingan dan
konseling, penilaian dan evaluasi hasil pembelajarmbingan dan konseling, perbaikan
dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaa®ewhluasi pembelajaran/bimbingan
dan konseling, dan pelaksanaan tugas lain ydegame

Pasal 26

(1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam h
a. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi guru kefaguila mata pelajaran;
b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, dueigi bimbingan dan konseling;
c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fuakgsia/madrasah.

(2) Pembimbing ditugaskan oleh kepala sekolah/madradal dasar profesionalisme dan
kemampuan komunikasi.

(3) Dalam hal sekolah/madrasah tidak memiliki pembirgbsebagaimana dipersyaratkan,
kepala sekolah/madrasah dapat menjadi pembimbijaglselapat dipertanggungjawabkan
dari segi profesionalisme dan kemampuan komunikas

(4) Dalam hal kepala sekolah/madrasah tidak dapat menpembimbing, kepala
sekolah/madrasah dapat meminta pembimbing daraisgiandidikan yang terdekat dengan
persetujuan kepala dinas pendidikan provinsi/katauplota atau kantor kementerian
agama kabupaten/kota sesuai dengan tingkat kewamayea

(5) Guru pemula yang telah menyelesaikan program ksidudengan nilai kinerja paling
kurang kategori baik berhak memperoleh sertifikat.

(6) Guru pemula memiliki kewajiban merencanakan pegajaen/bimbingan dan konseling,
melaksanakan pembelajaran/bimbingan dan konseliggng bermutu, menilai dan
mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan danelmus serta melaksanakan perbaikan
dan pengayaan.
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(7) Program induksi bagi guru pemula (CPNS), dan atd® Fang mutasi dari jabatan lain
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undarganberiaku.

Paragraf 5
Penempatan dan Pemindahan Guru
Pasal 27

(1) Penempatan guru disatuan pendidikan dilakukan barkan analisis kebutuhan bidang
studi yang didesain oleh sekolah/madrasah, tidalalsarkandropping quota, sehingga
terjadi penumpukan SDM guru satu bidang pelajaraatdian pendidikan;

(2) Setiap satuan pendidikan mengajukan kebutuhankgupemerintah daerah;

(3) Kebutuhan guru sebagaimana yang dimaksud ayat r{)k ukebutuhan guru SD/MI
minimal guru matematika, guru bahasa Indonesiay ggama dan guru adat Jambi serta
guru kelas, sedangkankebutuhan guru SMP/MTs mingnal matematika, guru bahasa
Indonesia, guru bahasa Inggris, guru IPA, guru agalan guru adat Jambi;

(4) Pemerintah daerah berkewajiban memenuhi kebutuhankgermutu di satuan pendidikan
baik dalam jumlah, kualifikasi akademik secara rnsewntuk menjamin keberlangsungan
satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan ddaar menengah yang diselenggarakan
oleh pemerintah;

(5) Penempatan guru di setiap satuan pendidikan hagagawu kepada rasio 30 peserta didik
per satu guru dan /atau minimal satu bidang studi;

(6) Penempatan guru dilakukan secara objektif dan pgeaas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guragseimana dimaksud ayat (1), (2), (3)
dan (4) diatur melalui peraturan Gubernur dan/gtataturan Bupati/Walikota sesuai
dengan kewenangan.

Pasal 28

(1) Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemeridéanah dapat dipindah tugaskan antar
provinsi, antar kabupaten/antar kota, antar kecamataupun antar satuan pendidikan
karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dampaiamosi;

(2) Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerint@erah dapat mengajukan
permohonan pindah tugas berdasarkan peraturandasrgitundangan yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guragainana dimaksud ayat (1), dan (2)
diatur melalui peraturan Gubernur dan/atau peratuBapati/Walikota sesuai dengan
kewenangan.

Paragraf 6
Pembinaan dan Pengembangan Guru
Pasal 29

(1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembidaanpengembangan profesi dan
karir;

(2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputipktensi pedagogik, profesional,
kepribadian, dan sosial;

(3) Pembinaan dan pengembangan karir guru meliputi geesan, kenaikan pangkat dan
promosi;
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(4) Bentuk pembinaan dan pengembangan profesi dan duamnir sebagaimana pada ayat (1)

meliputi:

program orientasi guru;

pendidikan dan pelatihan dalam jabatan;

penataran dan/atau lokakarya;

pemberdayaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMR@lompok kerja guru
(KKG)/ asosiasi guru mata pelajaran (ADMP);

Studi Lanjut;

Penugasan khusus.

apop

0]

Paragraf 7
Hak dan Kewajiban Guru

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas profesi, guru berhak:

a.

oo

Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup maihidan jaminan kesejahteraan
sosial berdasarkan status kepegawaian dan beb@smdaga prestasi kerja;

Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dangmsdan prestasi kerjanya,
Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugadaaatas kekayaan intelektual;
Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetemsiifikasi, dan sertifikasi guru
dalam jabatan;

Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasaranaelagandn untuk menunjang
kelancaran tugasnya,;

Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian di&ot imenentukan kelulusan,
penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta dglikisdengan kaidah pendidikan, kode
etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-urahgng

Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan aaddaksanakan tugas;

Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penenkebijakan pada satuan pendidikan;
Guru yang berkerja pada yayasan pendidikan berleakparoleh kepastian hukum dalam
bentuk surat keputusan dan kontrak kerja;

Memperoleh tunjangan Daerah;

Membentuk dewan guru pada setiap satuan pendidikaagai lembaga tertinggi dalam
pengambilan keputusan bidang akademik pada saarahdikan yang bersangkutan.

Pasal 31

Kewajiban guru meliputi:

a.

b.

C.

Merencanakan pembelajaran, melaksanakan prosesefzganhn bermutu, serta menilai
proses dan hasil pembelajaran;

Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akaderdd&n kompetensi secara
berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmugpaimgan, teknologi, dan seni;
Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dagpertimbangan jenis kelamin, agama,
suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar balak keluarga, dan status sosial ekonomi
peserta didik dalam pembelajaran;

Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangangketik guru serta nilai-nilai agama,
dan etika;

Memilihara dan memupuk persatuan dan kesatuan &angs

Memotivasi peserta didik untuk menggunakan waktiajde di luar jam sekolah (belajar
mandiri);

Memberikan keteladanan dan menciptakan budaya neentzan budaya belajar;

Menyusun rancangan tujuan pembelajaran sesuai déegampuan peserta didik;
Memfasilitasi peserta didik dalam proses pembedajar

Paragraf 8
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Proteksi/ Perlindungan dan Penghargaan
Pendidik dan tenaga kependidikan

Pasal 32

(1) Pemerintah daerah wajib memberikan proteksi/ pdutigan hukum, perlindungan profesi,
serta perlindungan kesehatan dan keselamatantéegga pendidik dan kependidikan;

(2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (I)cakap perlindungan hukum
terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuanirdesiir dari pihak peserta didik, orang
tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pilhakyang dapat mengganggu keamanan
dan kenyamanan profesi pendidikan;

(3) Perlindungan hukum dapat juga dilakukan oleh osgemiiprofesi dengan mengoptimalkan
kerja divisi hukum;

(4) Mekanisme perlindungan hukum diberikan melalui Badadvokasi Guru Daerah dan/atau
melalui aparat penegak hukum;

(5) Badan Advokasi guru daerah dibentuk dengan beraakgo guru, praktisi hukum, dosen
perguruan tinggi (FKIP/Tarbiyah), tokoh masyarakBinas Pendidikan Provinsi dan
Kanwil Kementerian Agama provinsi, serta aparat umk (kejaksaan, kepolisian,
pengadilan);

(6) Badan advokasi guru berkedudukan di ibukota pravins

(7) Badan advokasi guru beranggotakan 7 orang terairiketua, sekretaris, dan anggota;

(8) Badan advokasi guru dibentuk melalui keputusan Guive

Pasal 33

(1) Pemerintah daerah provinsi, dan/atau kabupaten/fkmmberikan penghargaan kepada
guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasaati@mbertugas di daerah khusus;

(2) Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat membem&ehargaan kepada guru yang gugur
dalam melaksanakan tugas di daerah khusus;

(3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam Ko¢aala jasa, kenaikan pangkat
istimewa, finansial, piagam dan/atau bentuk perggear lainnya,

(4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangkapeningati hari ulang tahun
kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahuwovipsi, hari ulang tahun
kabupaten/kota, hari pendidikan nasional, hari gnagional dan/atau hari besar lain.

Bagian Ketiga
Tenaga Kependidikan

Pasal 34
(1) Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, peagapustakawan, tenaga administrasi,
laboran, dan teknisi sumber belajar, serta tenagarkihan sekolah;
(2) Tenaga kependidikan pada :

a. PAUD/TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekusmgngnya terdiri atas Kepala
PAUD/TK/RA dan tenaga kebersihan PAUD/TK/RA,;

b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurangrgmga terdiri atas Kepala
Sekolah/Madrasah, tenaga administrasi, pustakawan denaga kebersihan
sekolah/madrasah;

c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/At#U bentuk lain yang sederajat
sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/asati; tenaga  administrasi,
pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersdkolah/madrasabh;

d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekuranggkgnya terdiri atas kepala
sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakateaaga laboratorium dan tenaga
kebersihan sekolah/ madrasabh;

(3) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan:
a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang memadai
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b.

C.

pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembuogditas;
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;

(4) Tenaga kependidikan berkewajiban:

a.

melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok migsirfya (tupoksi);

b. mempunyai komitmen tugas secara profesional,

c. memberi teladan dan menjaga nama baik diri dandgaab
d.
e
f.

bertanggung jawab secara profesional kepada pemggdea pendidikan;

. menunjang pelaksanaan pembelajaran di satuan pleandid

mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
Kepala Sekolah/Madrasah
Paragraf 1
Kriteria Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 35

(1) Kriteria umum menjadi Kepala Sekolah/Madrasah noitip

a.
b.

c
d.
e.

T T @

berstatus sebagai guru;
pengalaman menjadi guru minimal 5 tahun menunis jdan jenjang sekolah/madrasah,
dan/atau minimal 3 tahun untuk PAUD/TK/RA;

. memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (2§ kependidikan;

memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran sdsngan ketentuan yang berlaku;
berusia setinggi-tinggi 56 (lima puluh enam ) talpada waktu pengangkatan pertama
sebagai kepala sekolah/madrasah

memiliki kepangkatan serendah-rendahnya lll/c bgugiu pegawai negeri sipil (PNS) dan
bagi guru yang bukan PNS disetarakan dengan keptamgkyang dikeluarkan oleh
yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikaradesl§ inpasing;

. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausaliadidang pendidikan;
. lulus sertifikasi sesuai bidang;

lulus seleksi orientasi kepala sekolah yang dilaktidengan sertifikat;
memperoleh nilai baik sebagai guru dalam daftanil@@n prestasi pegawai (DP3) bagi
PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukand&\sn 2 (dua) tahun terakhir;

(2) Kriteria untuk menjadi Kepala Sekolah PAUD/TK/RA lipeti:

a.
b.
c.

d.
e.

f.
g.
h
I

berstatus sebagai guru TK/RA

memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 kepstidikan;

memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaranaséstientuan perundang-undangan
yang berlaku ;

memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangny&a)(tahun di PAUD/TK/RA ;
memiliki masa kerja keseluruhan sekurang-kurangriy@ (sepuluh) tahun di
PAUD/TK/RA;

memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahapehdidikan;

memperoleh nilai baik sebagai guru dalam daftamilg@n prestasi pegawai (DP3) bagi
PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukand®i&sn 2 (dua) tahun terakhir;

. lulus seleksi orientasi kepala sekolah yang dibdé&tigan sertifikat;

lulusan sertifikasi guru sesuai bidang.

(3) Kriteria untuk menjadi Kepala Sekolah SD/MI meliput

a.
b.
C.

d.
e.

berstatus sebagai guru SD/MI

memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 kepsiddikan;

memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sedlaggen pembelajaran sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnyarta) tahun di SD/MI,

memiliki masa kerja keseluruhan sekurang-kurandyésepuluh) tahun di SD/MI;
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g.
h.

memiliki kepangkatan serendah-rendahnya lll/c lmagu Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dan bagi guru yang bukan PNS disetarakan dengaamgkptan yang dikeluarkan oleh
yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikaradeBl inpasing;

memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaaiddng pendidikan;

lulus seleksi orientasi kepala sekolah yang dilxaktidengan sertifikat;

lulus sertifikasi guru sesuai bidang.

(4) Kriteria untuk menjadi Kepala Sekolah SMP/MTs/SMAXMberstatus sebagai guru
SMP/MTs/SMA/MA/ SMK/MAK
a. pengalaman mengajar di SMP/MTs/SMA/MA/ SMK/MAK mimal 5 tahun menurut

b.
C.

d.

oo

K.

jenis dan jenjang sekolah/madrasah;

memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (2% kependidikan;

khusus untuk kepala SMA/MA/SMK sederajat diutamakaremiliki kualifikasi
pendidikan magister (S2) dari perguruan tinggi yemgkreditasi;

memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran sdsugan ketentuan yang berlaku;
berusia setinggi-tinggi 56 (lima puluh enam ) talpagla waktu pengangkatan pertama
sebagai kepala sekolah/madrasah

memiliki kepangkatan serendah-rendahnya lll/c bggru pegawai negeri sipil (PNS)
dan bagi guru yang bukan PNS disetarakan dengaamgkptan yang dikeluarkan oleh
yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikaradeBlf inpasing;

memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausald@nang pendidikan;

lulus seleksi dan orientasi kepala sekolah yangktikan dengan sertifikat;

lulus sertifikasi guru sesuai bidang;

memperoleh nilai baik sebagai guru dalam daftamilgi@n prestasi pegawai (DP3) bagi
PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukand@isn 2 (dua) tahun terakhir;

lulus uji kepatutan(fit and propertes) oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala
sekolah.

(5) Khusus untuk menjadi Kepala Sekolah SMK/MAK, selaiemenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) juga memenuhi kriteria:
a. memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang hulbukgg dengan dunia usaha

dan/atau dunia industri;

b. memiliki wawasan tentang unit produksi.

Paragraf 2
Rekrutmen Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 36

(1) Calon kepala sekolah/madrasah direkrut dari gumgygelah memenuhi kriteria umum
sebagaimana dimaksud dalam pasal 35.

(2) Calon kepala sekolah/madrasah direkrut melalui amsutepala sekolah/madrasah oleh
dan/atau pengawas yang bersangkutan ke dinas pemdikbbupaten/kota dan/atau kantor
wilayah kementerian agama kabupaten/kota sesugaddtewenangannya.

(3) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan kanteitayah kementerian agama
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mefakgkéeksi administratif dan
akademik.

(4) Seleksi administratif dilakukan melalui penilaiaaldngkapan dokumen yang dikeluarkan
oleh pihak berwenang sebagai bukti bahwa caloralkepekolah/madrasah bersangkutan
telah memenubhi kriteria sebagaimana dimaksud dpksal 35.

(5) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian patekepemimpian, menejerial dan
penguasaan komptensi kepala sekolah/madrasah sdsungian peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 3

Program Orientasi Pendidikan dan Pelatihan
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Calon Kepala Sekolah/Madrasah
Pasal 37

(1) Calon kepala sekolah/madrasah yang telah lulugksekebagaimana dimaksud dalam pasal
36 harus mengikuti program pendidikan dan pelatibalon kepala sekolah/madrasah di
lembaga terakreditiasi.

(2) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/asatir meliputi kegiatan pemberian
pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik gyabertujuan untuk
menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan ketémampiada dimensi-dimensi
kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahs@pervisi, dan sosial.

(3) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/asatir dilaksanakan dalam kegiatan tatap
muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam plaktik pengalaman lapangan dalam
kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan.

(4) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/asatir dikoordinasikan dan difasilitasi
oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan/ataugoertah kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya.

(5) Pemerintah dapat memfasilitasi pemerintah prowiiasi pemerintah kabupaten/kota untuk
meningkatkan kemampuan menyelenggarakan pendiddam pelatihan calon kepala
sekolah/madrasah.

(6) Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaiantuk mengetahui pencapaian
kompetensi calon kepala sekolah/madrasah.

(7) Calon kepala sekolah/madrasah yang dinyatakan Ipé&mslaian diberi sertifikat kepala
sekolah/madrasah oleh lembaga penyelenggara.

Paragraf 4
Proses Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah
Pasal 38

(1) Proses pengangkatan calon kepala sekolah/madrasghdyselenggarakan oleh pemerintah
harus lulus seleksi calon kepala sekolah/madrasah.

(2) Seleksi calon kepala sekolah/madrasah dilakakaalui penilaian akseptabilitas oleh tim
pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah.

(3) Kepala dinas membentuk tim pertimbangan pengaagKatpala sekolah terdiri dari unsur
pengawas sekolah, dewan pendidikan, dan dinasidiesa ditetapkan oleh keputusan
Bupati/Walikota.

(4) Kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kotapreensi Jambi membentuk tim
pertimbangan pengangkatan kepala sekolah temiri dnsur pengawas madrasah, dewan
pendidikan, dan kementerian agama kabupaten/kdttagkan oleh keputusan Kepala
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.

(5) Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengamgkdtepala sekolah/madrasah
pemerintah daerah dan/atau kantor wilayah kemamt@gama provinsi dan kabupaten/ kota
mengangkat kepala sekolah sesuai kewengannya.

(6) Kepala dinas mengusulkan calon kepala sekolah sarkkn rekomendasi tim pertimbangan
pengangkatan kepala sekolah yang memenuhi petayadan kompetensi kepada
Bupati/Walikota.

(7) Kepala Kantor Kementerian Agama provinsi dan/akabbupaten/kota sesuai dengan
kewenangan mengangkat kepala madrasah berdaseskamendasi tim pertimbangan
pengangkatan kepala madrasah dan rekomendasi orkailhyah Kementerian Agama
Provinsi Jambi.

(8) Pengangkatan dan penempatan calon Kepala Sekalghlylas seleksi ditetapkan dengan
keputusan Bupati/Walikota.
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(9) Pengangkatan dan penempatan calon Kepala Madrasghulus seleksi ditetapkan dengan
keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian AgamaviRsi Jambi dan/atau Kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuaia®ikgwenangan.

Paragraf 5
Masa Tugas Kepala Sekolah/Madrasah
Pasal 39

(1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kalartagas selama 4 (empat) tahun.

(2) Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimaraksdd pada ayat (1) dapat
diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabéailiki prestasi kerja minimal baik
berdasarkan penilaian kinerja.

(3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagaalssgdalah/madrasah 2 (dua) kali masa
tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali adinj kepala sekolah/madrasah di
sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreslitebih rendah dari sekolah/madrasah
sebelumnya, apabila :

a. telah melewati tenggang waktu sekurangsgmga 1 (satu) kali masa tugas; atau
b. memiliki prestasi yang istimewa.

(4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksdd pgat (3) huruf b adalah memiliki nilai
kinerja amat baik dan berprestasi di tingkdidpaten/kota/ provinsi/nasional.

(5) Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasmgithe tetap melaksanakan tugas sebagai
guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkemaji melaksanakan proses
pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesungjath ketentuan.

Paragraf 6

Tugas Kepala Satuan Pendidikan/
Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 40

Tugas Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah/Matdnaeliputi:

a. memimpin satuan pendidikan;

b. menyelenggarakan kegiatan pendidikan bermutu;

c. melaksanakan supervisi pendidikan terhadap guruetega kependidikan;

d. menyelenggarakan administrasi sekolah;

e. merencanakan pengembangan, pemberdayaan, pendagagdan pemeliharaan sarana
prasarana lingkungan di satuan pendidikan;

meningkatkan mutu hasil pendidikan pada satuanigiad;

menjalankan peraturan perundang-undangan yandgberla

«Q

Paragraf 7
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah
Pasal 41

(1) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah ddakusecara berkala setiap tahun dan
secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.

(2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengaetolah/madrasah.

(3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakaeh okhtasan langsung dengan
mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penyjang terdiri dari pengawas
sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, kadanite sekolah dimana yang
bersangkutan bertugas.

(4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada(ay meliputi:
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a. usaha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakedama menjabat kepala
sekolah/madrasah;
b. peningkatan kualitas sekolah/ madrasah berdasak (delapan) standar nasional
pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang beksaaug dan
c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kegkalals¥madrasah;
(5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalamgkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau
kurang.
(6) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasaltakshnakan sesuai pedoman penilaian
kinerja kepala sekolah/madrasah.

Bagian Kelima
Pengawas Sekolah/Madrasah
Paragraf 1

Kriteria Pengangkatan
Pengawas Sekolah/Madrasah

Pasal 42

(1) Kriteria umum menjadi pengawas sekolah/madrasaftputel
a. berstatus sebagai guru sekurang-kurang 8 tahum, letpala sekolah sekurang-
kurangnya 4 tahun pada jenjang pendidikan yangaselngan jenjang pendidikan
yang diawasi;
b. memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV kepdidikan dari perguruan tinggi
terakreditasi;
khusus pengawas SMA/MA/SMK sederajat diutamakan ilemkualifikasi
pendidikan magister (S2) dari perguruan tinggi yemgkreditasi;
kepangkatan serendah-rendahnya lll/c;
lulus seleksi orientasi pengawas satuan pendidikag dibuktikan dengan sertifikat;
lulus pendidikan dan pelatihan pengawas satuanigikad,;
sehat jasmani dan rohani;
memiliki kemampuan inovatif dalam bidang yang disikva
berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak dianglkabagai pengawas satuan
pendidikan;
J-lulus sertifikasi guru sesuai dengan bidang
(2) Pengangkatan pengawas sekolah ditetapkan dengamputukan Gubernur dan/atau
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan.
(3) Pengangkatan pengawas madrasah ditetapkan denpgatusen Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jambi dan/atau Kepablntét Kementerian Agama
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

o

—S@me o

Paragraf 2
Mekanisme Pengangkatan
Dan Masa Tugas Pengawas Sekolah/Madrasah

Pasal 43

(1) Mekanisme pengangkatan pengawas sekolah/madrasajib dilaporkan kepada badan
pengawas dan pengendali mutu pendidikan provetsilah ditetapkan dengan keputusan
Bupati/Walikota dan/atau Kepala Kantor Wilayah Keteeian Agama Provinsi Jambi dan/
atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

(2) Masa tugas pengawas sekolah/madrasah diberi 1) {saliumasa tugas selama 4 (empat)
tahun;
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(3) Masa tugas pengawas sekolah/madrasah sebagaimawaksdd pada ayat (2) dapat
diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabdailiki prestasi kerja minimal baik
berdasarkan penilaian.

Paragraf 3
Tugas Pokok Pengawas Sekolah/Madrasah
Pasal 44

(1) Tugas pengawas sekolah/madrasah dilakukan sesnganl peraturan perundang-undang
yang berlaku.

(2) Tugas pengawas sekolah/madrasah sebagaimana pada)ayeliputi:

a. melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekadhdsah, kinerja kepala
sekolah/madrasah, kinerja guru, dan kinerja selatahsekolah/madrasabh;

b. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan gnogsekolah/madarasah beserta
pengembangannya;

c. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidiikegkolah /madrasah sesuai
dengan penugasannya pada jenjang satuan pendidikHWRA, SD/MI/, SLB,
SLTP/MTs dan SMA/MA/SMK;

d. meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar/lsigesin  dan hasil prestasi
belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tupendidikan sekolah/madrasah
secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah/realdra

(3) Pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam) (pahg diangkat oleh kantor
kementerian agama kabupaten/kota dan/atau peatferit#terah kabupaten/kota bertugas
mengawasi mata pelajaran PAI di sekolah dan malras

(4) Pengawas mata pelajaran umum yang diangkat oleherpeah daerah dan/atau
kementerian agama kabupaten/kota bertugas mengaveai pelajaran umum di sekolah
dan madrasah.

(5) Untuk mengorganisir tugas pengawas sekolah danasaldrsebagaimana yang dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok kegjagawas (KKP) sekolah dan madrasah
yang beranggotakan pengawas sekolah dan madrasah bgakoordinasi dengan dinas
pendidikan dan kementerian agama kabupaten/kota.

(6) Laporan pelaksanaan tugas/kinerja pengawas seklalahmadrasah disampaikan kepada
Badan Pengawas dan Pengendali Mutu PendidikanrBialitembuskan kepada pemerintah
daerah kabupaten/kota dan kantor kementerian agamaaten/kota yang dikoordinir oleh
Kelompok Kerja Pengawas (KKP) kabupaten/kota.

(7) Pengurus kelompok kerja pengawas (KKP) dipilinidiac dalam musyawarah pengawas
kabupaten/kota yang difasilitasi oleh Badan Penga®engendali Mutu Pendidikan Provinsi
berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan dgpalke kantor kementerian agama
kabupaten/kota dan ditetapkan dengan surat keputBadan Pengawas dan Pengendali
Mutu Pendidikan Provinsi.

Paragraf 4
Fungsi, Wewenang dan Hak Pengawas Sekolah/Madrasah
Pasal 45

(1) Fungsi pengawas sekolah/madrasah meliputi:
a. melaksanakan fungsi supervisi akademik;
b. melaksanakan fungsi menejerial;
(2) Wewenang pengawas sekolah/madrasah meliputi:
a. menyusun program kerja/agenda kerja kepengawasda pekolah binaannya dan
membicarakannya dengan kepala sekolah yang besamgk
b. menentukan atau mengusulkan program pembinaannseld&ukan pembinaan;
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c. bersama pihak sekolah yang dibinanya, menentukamgrgn peningkatan mutu
pendidikan di sekolah binaannya,;

d. menentukan metode kerja untuk pencapaian hasimaptberdasarkan program kerja
yang telah disusun;

e. Menetapkan kinerja sekolah, kepala sekolah dan gera tenaga kependidikan guna
peningkatan kualitas diri dan layanan pengawas;

f. merekomendasikan satuan pendidikan yang tidak memetandar mutu pendidikan.

(3) Hak pengawas sekolah/madrasah meliputi:

a. menerima gaji sebagai pegawai negeri sipil sesrajah pangkat dan golongannya;

b. memperoleh tunjangan fungsional sesuai dengargalpgngawas yang dimilikinya;

c. memperoleh biaya operasional/rutin untuk melaksamatugas-tugas kepengawasan
seperti: transportasi, akomodasi dan biaya untgkakan kepengawasan,;

d. memperoleh tunjangan profesi pengawas setelah keggttifikasi pengawas;

e. menerima subsidi dan insentif untuk menunjang @alakan tugas dan pengembangan
profesi pengawas;

f. memperoleh tunjangan khusus bagi pengawas yanggbasrdi daerah terpencil, rawan
kerusuhan dan atau daerah bencana alam.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA BERMUTU
Pasal 46

(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yangliputi: perabot, peralatan
pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumberjdrelainnya, bahan habis pakai serta
perlengkapan lain yang menunjang proses pemelsiayang teratur dan berkelanjutan;

(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarasagymeliputi lahan, ruang kelas, ruang
pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruatg tisaha, ruang perpustakaan, ruang
laboratorium, ruang bekel kerja, ruang unit produksang kantin, instalansi daya dan jasa,
tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat lnerteanpat berkreasi dan ruang ruang
atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjainggs pembelajaran yang berkelanjutan;

(3) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukam gaayelenggaraan pendidikan
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dasy&frakat;

(4) Pendayagunaan sarana prasarana pendidikan sgsaai dan fungsinya menjadi tanggung
jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuandiezuati

(5) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan samamapmhsarana pendidikan pada
penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakayarakat dan/atau penyelenggara
satuan pendidikan yang dikelola oleh Kantor Wilal@menterian Agama;

(6) Pemerintah daerah menetapkan standar minimal sagdama prasarana pada satuan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pekaid menengah, dan pendidikan
nonformal sesuai ketentuan peraturan perundangrgada

BAB VIII
PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERMUTU
Bagian Kesatu
Pengelolaan Pendidikan
Pasal 47
(1) Pengelolaan pendidikan harus berpusat di sekolah.

(2) Untuk maksud ayat (1) segala kebijakan pengembapganidikan, analisis kebutuhan
guru, sarana, fasilitas, pembiayaan dan sebaghsryes berorientasi sekolah.
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(3) Dalam mewujudkan sekolah yang bermutu dan unggkiblale harus secara kontinue
melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan.

(4) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:

a. pemerintah;

b. pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;

c. satuan Pendidikan pada jalur formal dan non formal,

d. masyarakat;

(5) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud patl&1gyditujukan untuk menjamin:

a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan bermutu

b. pemerataan satuan pendidikan bermutu di semuadanigenjang pendidikan;

c. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansieggah kebutuhan dan atau kondisi
masyarakat;

d. efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas pengelolpa@ndidikan yang bermutu.

(6) Pemerintah daerah mengarahkan, membina, membimbinggngkoordinasikan,
mensingkronisasi, mensupervisi, mengawasi dan nmeladjgan penyelenggaraan satuan
pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidasngdidikan dan kebijakan daerah
bidang pendidikan dalam rangka pengelolaan sisemdigikan nasional.

(7) Pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggaps@lidikan formal, informal dan
non formal.

Bagaian Kedua
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Prowsi
Paragraf 1
Kebijakan Bidang Pendidikan
Pasal 48

(1) Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem pétidnasional di daerahnya, serta
merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidandidikan sesuai kewenangannya.
(2) Pemerintah provinsi bertanggungjawab dalam :
a. menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu;
b. menjamin ketersediaan guru bermutu;
c. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kegp@mdbermutu
d. bersama pemerintah Kabupaten/Kota mengadakan damgkatkan mutu sarana dan
prasarana;
pengawasan mutu pendidikan;
bersama perguruan tinggi bidang kependidikan batama dalam peningkatan mutu
calon guru yang memenuhi standar yang telah dkatap
(3) Pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam megpiein :
a. standar mutu pendidikan di provinsi ;
b. standar pelayanan minimal;
c. standar pembiayaan pendidikan.
(4) Dalam pelaksanaan tanggungjawab dan kewenanganrrsubsalam bidang pendidikan
secara operasional dilaksanakan oleh Kapala Beadidikan Provinsi;
(5) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi diangkat oleh Guoinedengan kriteria:
a. memiliki visi, misi dan program pengembangan peikdial provinsi Jambi;
b. memiliki kemampuan leadership dan managerial;
c. kualifikasi pendidikan minimal S2 di bidang kepetikan dari perguruan tinggi yang
terakreditasi;
. memiliki integritas dan kepribadian yang baik;
. berasal dari pejabat struktural dan/ atau kalaaggademis;
memiliki kecerdasan komprehensif;
. berjiwa demokratis;
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h. memiliki semangat juang tinggi, jujur bertangguagvgb, pantang menyerah, optimis
dan pekerja keras;
I. mengusai budaya lokal;
J- lulus uji kepatutan dan kelayakéint and proper test) oleh Baperjakat Provinsi diawasi
oleh DPRD Provinsi.
(6) Kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan dalam
a. rencana jangka panjang provinsi;
b. rencana jangka menengah provinsi;
c. rancana strategis pendidikan provinsi;
d. rencana kerja pemerintah provinsi;
e. rencana kerja anggaran tahunan di provinsi;
f. peraturan gubernur di bidang pendidikan;
(7) Kebijakan daerah bidang pendidikan merupakan peddragi:
a. semua jajaran pemerintah provinsi;
b. pemerintah kabupaten/kota;
. penyelenggara pendidikan;
. satuan pendidikan;
. dewan pendidikan;
badan pengawas dan pengendali mutu pendidikan;
. badan akreditasi seklah/madrasyabh;
. komite sekolah;
peserta didik;
orang tua wali peserta didik;
. pendidik dan tenaga kependidikan;
masyarakat provinsi Jambi.
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Paragraf 2
Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Pendidikan
Pasal 49

(1) Gubernur melaksanakan, mengkoordinasikan stantygrean minimal bidang pendidikan
(2) Pemerintah provinsi melakukan dan/atau memfagilifganjaminan mutu pendidikan
dengan berpedoman kepada kebijakan nasional pkadjdidan standar nasional
pendidikan
(3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan pemeriRavinsi mengkoordinasikan dan
memfasilitasi
a. akreditasi program pendidikan;
b. akreditasi satuan pendidikan ;
c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
d. sertifikasi kompetensi pendidik;
e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Paragraf 3
Tata Kelola Pendidikan
Pasal 50
(1) Gubernur menetapkan kebijakan tata kelola pendidikatuk menjamin efesiensi,
efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pergato pendidikan yang merupakan
pedoman bagi pihak yang terkait dengan pendidik&ral/insi;
(2) Dalam menjalakan dan mengelola sistem pendidikardadirah, pemerintah provinsi

mengembangkan dan melakasanakan sistem informaslidean provinsi berbasis
teknologi informasi dan komunikasi.
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(3) Sistem informasi pendidikan provinsi harus memlarilkakses informasi administrasi
pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepatengagndidikan pada semua jenjang,
jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan kewemapgaerintah provinsi.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah Kabwgien/Kota
Paragraf 1

Kebijakan Bidang Pendidikan

Pasal 51

(1)Bupati/Wali Kota bertanggung jawab mengeloldesis pendidikan nasional di daerahnya,
serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerdangi pendidikan sesuai
kewenangannya;

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam:

a. menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu;

b. menjamin terlaksananya standar isi;

c. menjamin terselenggaranya proses pembelajaran bermu

d. rekruitmen guru bermutu;

e. bersama pemerintah provinsi mengadakan dan mernkagkamutu sarana dan
prasarana,

f. menjamin terlaksananya standar penilaian hasijdela

g. menjamin standar mutu lulusan;

h. memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendidikan.

(3) Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangalam menetapkan:

a. standar pelayanan minimal sekolah sesuai dengatupan perundang-undangan yang
berlaku;

b. rekruitmen kepala sekolah bermutu;

c. penempatan dan pendistribusian guru bermutu;

d. standar pembiayaan satuan pendidikan;

(4) Dalam pelaksanaan tanggungjawab dan kewenangan tiBVaigkota di bidang
pendidikan, secara operasional dilaksanakan okgpala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota;

(5) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diangkat Blepati/Walikota dengan kriteria:
a. memiliki visi, misi dan program pengembangan peikdia Kabupaten/Kota;

b. memiliki kemampuan leadership dan managerial;
c. kualifikasi pendidikan minimal S2 di bidang kepetikan dari perguruan tinggi yang
terakreditasi;

. memiliki integritas dan kepribadian yang baik;

. berasal dari pejabat struktural dan/ atau kalaaggademis

memiliki kecerdasan komprehensif;

. berjiwa demokratis;

. memiliki semangat juang tinggi, jujur bertangguagvab, pantang menyerah, optimis

dan pekerja keras;

. menguasai budaya lokal;

j- lulus uji kepatutan dan kelayakért and proper test) oleh Baperjakat Kabupaten/Kota.
k. Proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and prapst) oleh Baperjakat diawasi oleh
DPRD Kabupaten/Kota.

(6) Kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan dalam
a. rencana jangka panjang kabupaten/kota;

b. rencana jangka menengah panjang kabupaten/kota;
c. rancana strategis pendidikan kabupaten/kota;
d. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota,
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e. rencana kerja anggaran tahunan di kabupaten/kota;

f. Peraturan Bupati/Walikota bidang pendidikan

(7) Kebijakan daerah bidang pendidikan merupakan peddragi:

1)
@)

3)

(1)

(2)

@)

(1)
(2)
3)
(4)

. semua jajaran pemerintah Kabupaten/kota,
. penyelenggara pendidikan;

satuan pendidikan;

. dewan pendidikan;

. komite sekola;

peserta didik;

. orang tua wali peserta didik;

. pendidikan dan tenaga kependidikan;
masyarakat provinsi Jambi.
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Paragraf 2

Standar Pelayanan Minimal tentang Pendidikan
Pasal 52

Bupati/Walikota melaksanakan, mengkoordinasikandaapelayanan minimal bidang
pendidikan;

Pemerintah Bupati/Walikota melakukan dan/atau mesititiesi penjaminan mutu
pendidikan dengan berpedoman kepada kebijakan nasjendidikan, dan standar
nasional pendidikan;

Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan pemerintatabupaten/Kota
mengkoordinasikan dan memfasilitasi;

a. akreditasi program pendidikan;

b. akreditasi satuan pendidikan;

c. sertifikasi kompetensi peserta didik;

d. sertifikasi kompetensi pendidik;

e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Paragraf 3

Tata Kelola Pendidikan
Pasal 53

Bupati/Walikota menetapkan kebijakan tata keloladidikan untuk menjadi efesiensi,
efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pendiiang merupakan pedoman bagi pihak
yang terkait dengan pendidikan di Kubapaten/Kota;

Dalam menjalankan dan mengelola sistem pendidikadadrah, pemerintah provinsi
Jambi mengembangkan dan melaksanakan system irdioperadidikan Kabupaten/Kota
berbasis ICT;

Sistem informasi pendidikan Kabupaten/Kota harusmberikan akses informasi
administrasi pendidikan dan akses sumber pembafajeepada satuan pendidikan pada
semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan seswaigan kewenangan pemerintah
kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Pengelolaan Satuan Pendidikan
Pasal 54
Satuan pendidikan membuat dan menetapkan visinggirsatuan pendidikan bermutu;
Satuan pendidikan harus menyusun program jangkdegemenengah, dan panjang;
Satuan pendidikan merupakan pusat pelaksanaarspes®elajaran bermutu;

Proses pelaksanaan pembelajaran bermutu ditunjetgrskdian standar mutu satuan
pendidikan berdasarkan BSNP;
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(5)
(6)

(1)

(2)

®3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)
3)

(4)

Satuan pendidikan yang berprestasi dalam meningkatkutu pendidikan diberikan dana
pembinaan;

Satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintalaktidlibenarkan mengembangkan
program sekolah mandiri.

Bagian Kelima
Peran Serta Masyarakat
Pasal 55

Masyarakat adalah kelompok warga negara Indomesiapemerintah yang mempunyai
perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Masyarakat sekurang-kurangnya terdiri dari orauray peserta didik, dan warga negara
dengan latar belakang, organisasi, dan posisi/girééetentu dalam masyarakat, seperti
masyarakat agama, masyarakat adat, masyarakat hokasyarakat pendidik, masyarakat
pengusaha, masyarakat umum dan sebutan lain ygmisse

Peran serta masyarakat dalam pendidikan melgarin serta perseorangan, kelompok,
keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan orEnikemasyarakatan dalam
penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendaliamdgerrdbermutu;

Peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaidimaksud pada ayat (2) mencakup
partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, damasvgbrogram pendidikan yang
dilaksanakan melalui dewan pendidikan, badan peagamutu pendidikan, komite
sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis madanspendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan nonfprmal

Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam peggal@aan pendidikan dan pengendalian
pendidikan bermutu sebagaimana dimaksud pada #2at diatur lebih lanjut dengan
Peraturan gubernur;

Peran serta masyarakat secara perseorangampaip keluarga, organisasi profesi,
pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dapatableoufribusi pendidik dan tenaga
kependidikan, dana, beasiswa, kerjasama, magaranasdan prasarana dan bentuk lain
yang sesuai dalam penyelenggraan pendidikan bermutu

Bagian Keenam
Dewan Pendidikan

Pasal 56

Dewan pendidikan merupakan wadah peran serta nesyatalam penyelenggaraan dan
mewujudkan pendidikan bermutu yang meliputi pereaaea, pengawasan dan evaluasi
program pendidikan;

Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayats€bagai lembaga mandiri
berkedudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dewan pendidikan Provinsi berperan memberikan mpbedngan, saran, dan dukungan
tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasanpagigelenggaraan pendidikan kepada
Gubernur.

Dewan pendidikan Kabupaten/Kota berperan memberigartimbangan, saran, dan
dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta @EE@gavwdalam penyelenggaraan
pendidikan kepada Bupati/Walikota;

Bagian Ketujuh

Komite Sekolah
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(1)

(@)

®3)

(4)

(1)

(2)
®3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
9)

Pasal 57

Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau namayang sejenis merupakan wadah
peran serta masyarakat dalam mewujudkan penditiéamutu yang meliputi perencanaan,
pengawasan dan evaluasi program pendidikan padarnsgtendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pershddemal,

Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atema lain yang sejenis berperan
memberikan pertimbangan, saran dan dukungan tersgyana dan prasarana serta
pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada sateadidigan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidickaenal;

Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atama lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia péndidikan dasar, pendidikan
menengah dan pendidikan formal bersifat mandin, ttlak mempunyai hubungan hirarkis
dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Dewatlidian;

Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atamna lain yang sejenis dapat terdiri dari
satu di satuan pendidikan atau satu di beberaparsaendidikan dalam jenjang yang sama
atau satu di beberapa satuan pendidikan yang lejbeing pada lokasi yang berdekatan
atau satuan pendidikan yang dikelola oleh satuglenggara pendidikan.

Bagian Kedelapan
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah
Pasal 58

Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah merupakan badag yibentuk oleh Pemerintah
Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi umhgnentukan kelayakan program dan
satuan pendidikan berjalan dengan efektif dalamahmddan pendidikan yang bermutu
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;

Komposisi keanggotaan badan akreditasi sekolahasaldr mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakangmm dan satuan pendidikan pada
jalur pendidikan formal dan nonformal pada set&pggng dan jenis pendidikan;

Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang jefesikur dan bersifat terbuka;
Sekolah/Madrasah menyiapkan bahan-bahan yang ulkperluntuk mengikuti akreditasi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ydager

Sekolah/Madrasah meningkatkan status akreditasipgate menggunakan lembaga
akreditasi eksternal yang memiliki legitimasi;

Sekolah/Madrasah harus terus meningkatkan kud@ksnbagaan secara holistik dengan
menindaklanjuti saran-saran hasil akreditasi.

Badan Akreditasi Sekolah dibentuk untuk memberif@minan, kepastian, dan kendali
pelayanan pendidikan menjadi pendidikan yang barmut

Ketentuan mengenai kriteria akreditasi sebagaintamaksud pada ayat (4) dirumuskan
oleh anggota Badan Akreditasi Sekolah dan disalbkaim Pemerintah Daerah (Gubernur/
Bupati/Walikota) dalam Provinsi Jambi;

(10) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimagadd ayat (3) diatur lebih lanjut

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undgagaberlaku.
BAB IX
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu

Pasal 59
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(1) Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab PatabriPemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota, dan Masyarakat;

(2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana pada ayat €hfuian berdasarkan prinsip keadilan,
kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel;

(3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidik@ib mendayagunakan dana
pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peniagkautu pendidikan;

(4) Penggunaan anggaran pendidikan di satuan pendidigbagaimana ayat (3) dilakukan
berdasarkan rencana anggaran, pendapatan daralsdénjah (RAPBS).

Pasal 60

Sumber Pembiayaan Pendidikan meliputi:

(1) Sumber pembiayaan pendidikan diperoleh dari petadrinpemerintah daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota, dan masyarakat;

(2) Dana pendidikan dapat bersumber dari anggaran peatedaerah;

(3) Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota rgggteng jawab untuk menggali
pembiayaan pendidikan;

(4) Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikaun peran serta orang tua peserta
didik dilakukan melalui komite sekolah;

(5) Entrepreneurship satuan pendidikan;

(6) Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dama/asumber lain yang sah menurut
undang-undang.

Pasal 61

Sumber Dana Pendidikan dari pihak ketiga meliputi

(1) Dunia usaha-industri diwajibkan memberikan d&aarporate Social Responsibility (CSR)
yaitu sebesar 20% dari da@Georporate Social Responsibility (CSR) perusahan;

(2) Dana yang bersumber daoorporate Social Responsibility (CSR) diprioriataskan untuk
beasiswa pendidikan dan peningkatan mutu pendahkienaga kependidikan;

(3) Bagi perusahaan yang tidak memberikan d@oarporate Social Responsibility (CSR)
dikenakan sanksi oleh pemerintah daerah;

(4) Dana Coorporate Social Responsibility (CSR) tersebut, diluar dari dana kewajiban
pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD;

(5) Pemerintah daerah harus melakukan inventarisdsrube perusahaan/industri yang
menggali SDA dan/ atau produksi di seluruh proviasnbi;

(6) DanaCoorporate Social Responsibility(CSR) dari dunia usaha/lndustri, sebagaimana pada
ayat (2) diatur dengan peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengalokasian Dana Pendidikan
Pasal 62

(1) Pengalokasian dana pendidikan menjadi kewajibarepatah daerah;

(2) Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) wagingalokasikan anggaran pendidikan
melalui APBD Provinsi, Kabupaten/Kota minimal 20%;

(3) Anggaran pendidikan sebagaimana pada ayat (2)kdssikan untuk:

meningkatan dan pengembangan mutu pendidik dagddaependidikan;

meningkatkan mutu proses pembelajaran;

meningkatkan mutu Sarana dan prasana;

meningkat mutu sistem akses informasi pendidilebdsis IT;

meningkatkan biaya operasional sekolah;

pengembangan bakat dan minat peserta didik;

peningkatan pengawasan/monitoring kependidikan;

pelaporan;
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i. badan advokasi pendidikan Jambi;
J. beasiswa bagi yang miskin, berprestasi dan ikataasdTID);
k. pemiliharaan.

(4) Pemerintah daerah mengalokasikan dana darurat unendanai keperluan mendesak
dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkandna atau peristiwa tertentu;

(5) Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggararuk usiatuan pendidikan
(sekolah/madrasah) yang diselenggarakan oleh ne&tatalam bentuk bantuan;

(6) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraandigikan program pendidikan
wajib belajar (wajar)12 tahun yang langsung dithssikan kesatuan pendidikan
(sekolah/madrasah).

Bagian Ketiga
Beasiswa Pendidikan
Pasal 63

(1) Pemerintah wajib memberi beasiswa bagi pesert& giging berprestasi, berpotensi, yang
program studi pilihannya sesuai dengan kebutuharatladan TID, serta peserta didik yang
tidak mampu.

(2) Program pemberian beasiswa diatur dengan perat@abenur dan /atau peraturan
Bupati/Walikota.

BAB X
PENILAIAN
Bagian Kesatu

Prinsip Penilaian

Pasal 64

(1) Penilaian pendidikan meliputi:

a.penilaian hasil pembelajaran oleh pendidik;

b. penilaian hasil pembelajaran oleh satuan pendigikan

c. penilaian hasil pembelajaran oleh pemerintah.

(2) Penilaian hasil belajar peserta didik berdasarkasippprinsip sebagai berikut:

a. sahih, penilaian berdasarkan pada data yang memé@mkemampuan yang diukur;

b. objektif, berarti penilain didasarkan pada prosedan kriteria yang jelas, tidak
dipengaruhi subjektifitas penilaian;

c. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan ataurugi&an peserta didik karena
perbedaan latar belakang, agama, suku, budayastiddat, status sosial ekonomi, dan
gender;

d. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merpakatals satu komponen yang tak
terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;

e. terbuka, berarti prosedur penilaian, keriteria |z dan dasar pengambilan keputusan
dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;

f. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilalah pendidik mencakup semua
aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai tganik sesuai untuk memantau
perkembangan kemampuan peserta didik;

g. sistematis, berarti penialian dilakukan secararuenea dan bertahap dengan mengikuti
langkah-langkah baku;
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h. beracuan kireteria, berarti penilian didasarkarapaiduran pencapaian kompetensi yang
ditetapkan;

I. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggunaikan baik dari segi teknik prosedur
maupun hasilnya.

Bagian Kedua
Teknik dan Instrumen Penilaian
Pasal 65

(1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakearbdgai teknik penilaian berupa tes,
observasi, penugasan perseorangan atau kelompoketdnk lain yang sesuai dengan
karaktarestik kompetensi dan tingkat perkembangaena didik;

(2) Teknik tes berupa, tes tertulis, tes lisan damptaktek atau tes kinerja;

(3) Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selaengbelajaran berlangsung dan/atau
diluar kegiatan pembelajaran

(4) Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelouhiguit berbentuk tugas rumabh, atau
proyek;

(5) Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakandmdik harus memenuhi persyaratan
substansi yaitu mempresentasikan kompetensi yamitpidikonstruksi yaitu memenuhi
persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrunaey yigunakan dan bahasa yaitu
mengguankan bahasa yang baik dan benar serta Kaatiindesuai dengan taraf
perkembangan peserta didik;

(6) Instrumen penilian digunakan oleh satuan pendidikaialam bentuk ujian
sekolah/madrasyah memenuhi persyaratan substansiriksi, dan bahasa serta memiliki
bukti validitas empirik.

BAB XI
BADAN PENGAWAS DAN PENGENDALI MUTU PENDIDIKAN
Bagian Kesatu

Pembentukan Badan Pengawas dan Pengendali
Mutu Pendidikan Provinsi

Pasal 66

(1) Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan tdibemieh Gubernur melalui
persetujuan DPRD Provinsi Jambi.

(2) Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan dmgwtakan 5 orang terdiri atas
ketua, sekretaris dan anggota.

(3) Dalam pelaksanaan tugas dibantu Sekretariat Badsgawas dan Pengendali Mutu
Pendidikan, yang dipimpin seorang sekretaris deegafon Il A.

(4) Untuk menjamin efektivitas dan efesiensi serta gsioinalitas pelaksanaan pendidikan
bermutu, badan pengawas dan pengendali mutu pkadigrovinsi yang keanggotaannya
terdiri dari:

a. wakil dari perguruan tinggi bidang pendidikan;
b. pakar pendidikan;

32



c. praktisi pendidikan;
d. organisasi profesi;

(5) Badan pengawas dan pengendali mutu pendidikanhigiyéi oleh APBD Provinsi Jambi.

(6) Alokasi dana untuk badan pengawas dan penferetadidikan bermutu provinsi diatur
dan ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

(7) Masa tugas anggota badan pengawas dan peaiigendu pendidikan provinsi 1 (satu) kali
masa tugas selama 5 (lima) tahun.

(8) Masa tugas anggota badan pengawas dan penigendialpendidikan provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang unfiigatli) kali masa tugas selama 5 (lima)
tahun apabila memiliki prestasi kerja yang baik.

Bagian Kedua
Tugas Pokok Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Réidikan
Pasal 67
Badan Pengawas dan Pengendali Mutu PendidikanIrkietingas pokok meliputi:
(1) Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan peratdaanah tentang penyelenggaraan
pendidikan.
(2) Membuat laporan hasil monitoring untuk direkomeiidas kepada Gubernur dan/atau
Bupati/Walikota.
(3) Membina dan mengkoordinir pengawas satuan perafidigekolah/madrasah);
(4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan, glenggaraan dan pengelolaan
pendidikan pada satuan pendidikan di provinsi Jambi

(5) Menyusun standar pengawasan pendidikan sesuai mgregaturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB Xl
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
Pasal 68
(1) Pemerintah provinsi wajib mengalokasikan angganatukupenelitian dan pengembangan
pendidikan minimal 1.5% (satu koma lima persenj alakasi anggaran bidang pendidikan.
(2) Dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembamigaat bekerja sama dengan
perguruan tinggi, lembaga swasta, LSM dan lembagelfan.
BAB XIlI
SANKSI
Bagian Kesatu

Sanksi Guru

Pasal 69
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(1) Guru yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibbagsémana yang dimaksud dalam
Pasal 23 dan Pasal 31 dikenakan sanksi sesuai rdé®gantuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. teguran lisan dan/atau tertulis;
b. dicabut tunjangan profesi;
c. diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat.

(3) Pemberhentian dengan hormat terhadap guru, atas das
a. permohonan sendiri;

b. meninggal dunia;
C. mencapai batasan usia pensiun;
d. diangkat dalam jabatan lain.

(4) Pemberhentian tidak hormat terhadap guru, atas:dasa
a. hukuman jabatan;

b. akibat pidanan penjara berdasarkan keputusan panggeng mempunyai kekuatan
hukum tetap;
c. menjadi anggota , pengurus, dan simpatisan paotiikp

Bagian Kedua

Sanksi, Mutasi dan Pemberhentian
Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 70

(1) Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan tugas sebaga yang dimaksud dalam pasal
(40) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuarupangberundang-undangan yang berlaku;

(2) Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasikan setetdaksanakan masa tugas dalam 1
(satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 (dioa.

Pasal 71

(1) Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan datigaesan karena:
permohonan sendiri;
masa penugasan berakhir;
telah mencapai batas usia pensiun jabatan fundgions
diangkat pada jabatan lain;
dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tuggisagaimana dimaksud pada Pasal
(38)
g. berhalangan tetap;
h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enalan);dan/atau
I. meninggal dunia.
(2) Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagainmaksdd pada ayat (1) ditetapkan
oleh provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atauy@enggara sekolah/madrasah sesuai
dengan kewenangannya.

"0 Q0T

Bagian Ketiga

Sanksi, Mutasi dan Pemberhentian
Pengawas Sekolah/Madrasah

Pasal 72
(1) Pengawas sekolah/madrasah yang tidak melaksanagas sebagaimana yang dimaksud

dalam pasal (44) dikenakan sanksi sesuai dengantken peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
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(2) Pengawas sekolah/madrasah dapat dimutasikan setelaksanakan masa tugas sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 73

(1) Pengawas sekolah/madrasah dapat diberhemtédtapenugasan karena:

a. permohonan sendiri;

b. masa penugasan berakhir;

c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fundgjana

d. diangkat pada jabatan lain;

e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;

f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugdsh badan pengawas dan
pengendali mut pendidikan provinsi Jambi;

g. berhalangan tetap;

h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enalam);dan/atau

I. meninggal dunia.

(2) Pemberhentian pengawas sekolah/madrasah sebagatimaalesud pada ayat (1) wajib
dikoordinasikan dan mendapat rekomendasi dari B&Emgawas dan Pengendali Mutu
Pendidikan Provinsi dan ditetapkan oleh keputusampaB/ Walikota dan/atau Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabuapten/Kota,n/daatau penyelenggara
sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74
Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikamg yi@lah ditetapkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetafakesepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dan ketentuan-keted&lam Peraturan Daerah ini.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanymelagngan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 Februari 2011
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GUBERNUR JAMBI,
dto
H. HASABASRI AGUS

Diundangkan di Jambi

pada tanggal 24 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto
A.MAKDAMI FIRDAUS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

. UMUM

Era kesejagatan menjadi tantangan bagi bangsa dedomntuk terus meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM). Peningkdtaalitas SDM merupakan
kenyataan yang harus dilakukan secara terencamaahe intensif, efektif dan efisien
dalam proses pembangunan, jika bangsa ini tidak katah bersaing dalam era yang
semakin kompetitif. Untuk menghasilkan SDM yangkhalitas tersebut harus dijawab
melalui “peningkatan mutu pendidikan” dengan mergeatikan pendidikan yang murah

dan berkualitas. Pendidikan dan atau pelatihan paéan investasi SDM di masa yang
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akan datang, tetapi pendidikan baru merupakan swmestasi apabila lulusannya
bermutu, sebaliknya jika lulusannya tidak bermutustqu merupakan suatu
“peﬁﬁﬁb%an". Oleh karena itu dalam rangka mewwndgendidikan bermutu yang
mampu BaRjgvjeladherbagai tantangan dan kebutuharaisdengan tuntutan dan
perB%%g?rbkehidupan lokal, nasional dan internakiapaya pembangunan pendidikan
harus fokus pada penyelenggaraan pendidikan bermendidikan yang bermutu akan
diperolehcp%l%JaP jgleiso'lah yang bermutu, dan sekaaly permutu akan menghasilkan

SDRagahgermutu pula.
Cukup jelas

Il. PASAL,PEMI PASAL
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
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Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Acuan dasar dalam penyusunan format Rencana Peéssa
Pembelajaran (RPP) adalah RPP yang telah ditetaplan
Badan Nasional Standar Pendidikan (BSNP).

Ayat (8)

Cukup jelas
Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas
Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas.
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Ayat (6)

Kurikulum tambahan sebagai keunggulan madrasaH&ekadalah
mata pelajaran yang ditetapkan satuan pendidikamg yaenjadi
unggulan sehingga menjadi identitas satuan perafidikyang

bersangkutan.
Ayat (7)

Cukup jelas
Ayat (8)

Acuan dasar dalam penyusunan format Rencana Peésksa
Pembelajaran (RPP) adalah RPP yang telah ditetaplan
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Kurikulum tambahan sebagai keunggulan madrasah&eko
adalah mata pelajaran yang ditetapkan satuan pkadigang
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menjadi unggulan sehingga menjadi identitas sapesmlidikan
yang bersangkutan.

Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)

Acuan dasar dalam penyusunan format Rencana Pe&dsa
Pembelajaran (RPP) adalah RPP yang telah ditetaplen
Badan Nasional Standar Pendidikan (BSNP).

Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)

Penguatan kompetensi dan skill peserta didik diaahpada
potensi daerah atau kearifan lokal merupakan bagian
pembekalanlife skills yang berisi pemahaman yang luas dan
mendalam tentang potensi lingkungan dan kemampaaagsr
akrab dan saling memberi manfaat. Lingkungan sekitadapat
memperoleh masukan baru dari insan yang mencir@aidgn
lingkungannya dapat memberikan topangan hidup yang
mengantarkan manusia yang mencintainya menikmati

kesejahteraan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Kurikulum tambahan sebagai keunggulan madrasaHh&deko
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adalah mata pelajaran yang ditetapkan satuan pkadigang
menjadi unggulan sehingga menjadi identitas sapesmlidikan

yang bersangkutan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Acuan dasar dalam penyusunan format Rencana Pessa
Pembelajaran (RPP) adalah RPP yang telah ditetaplen
Badan Nasional Standar Pendidikan (BSNP).

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Penguatan kompetensi dan skill peserta didik diamahpada
potensi daerah atau kearifan lokal merupakan bagian
pembekalanlife skills yang berisi pemahaman yang luas dan
mendalam tentang potensi lingkungan dan kemampaaagsr
akrab dan saling memberi manfaat. Lingkungan sekigadapat
memperoleh masukan baru dari insan yang mencir@aitgn
lingkungannya dapat memberikan topangan hidup yang
mengantarkan manusia yang mencintainya menikmati

kesejahteraan.

Ayat (10)

Pasal 11

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
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Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas
Ayat (8)

Cukup jelas
Ayat (9)

Pengawasan proses pembelajaran bertujuan umbekilai
kelebihan atau kekurangan yang terdapat selamaegros
pembelajaran. Hasil pemantauan, supervisi, evalpatiporan
dan pemberian umpan balik harus segera ditindakiaapar

program peningkatan mutu dapat berjalan efektif.
Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

42



Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Pendidikan calon guru dilaksanakan dlembaga Pendidikan
Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi A gad
perguruan tinggi yang memiliki LPTK, untuk mewujaatk
LPTK terakreditasi A pemerintah daerah dan pergurirggi
harus segera melakukan perbaikan dan peningkatalitas
LPTK secara bertahap dan terprogram.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pemerintah daerah wajib membantu dan mendorong Lpada
perguruan tinggi dalam mewujudkan lembaga pendidiaru
yang berkualitas yang terakreditasi A, yang sedileigan
standar badan akreditasi nasional Perguruan TifR@gN-PT)
secara bertahap.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)

Calon mahasiswa yang masuk ke LPTK adalah Sisvmiker
yang memiliki bakat dan minat untuk menjadi guru,
diprioritaskan siswa renking 1-10 waktu di SMU segkt yang

dibuktikan laporan rapor yang bersangkutan.
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Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Huruf (a)
Cukup jelas
Huruf (b)
Program magang di satuan pendidikan harus dibuktika
dengan SK pengangkatan sebagai guru bantu atau guru
honorer dari pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf (c)
Yang dimaksud prestasi khusus adalah jika calom gur
memiliki prestasi minimal bertaraf nasional seperti
penemu dan pemilik hak paten, hak kekayaan inteddkt
pemegang medali pada even kejuaraan olah raga atau
seni tingkat nasional.
Pasal 25
Cukup jelas
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Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)
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Tunjangan daerah akan diberikan kepada guru sepadgerah
memiliki kemampuan untuk itu. Tunjangan daeratbegrisumber
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkalamd
APBD.

Ayat (11)

Dewan guru meliputi Ketua yaitu Kepala Sekolah satu
pendidikan yang bersangkutan, sekretaris yaitu gang dipilih
oleh guru-guru, dan anggota, yaitu semua guru Yatey pada

satuan pendidikan.

Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cuku jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cuku jelas
Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
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Pasal 41

Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)

Huruf (a)
Cukup jelas

Huruf (b)
Cukup jelas

Huruf (c)
Cukup jelas

Huruf (d)
Cukup jelas

Huruf (e)
Seleksi dan orientasi pengawas satuan pendidikan
dilakukan di tingkat provinsi dan/atau tingkat
kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikatita
kelulusan.

Huruf (f)
Calon pengawas satuan pendidikan harus lulus
pendidikan dan pelatihan kepengawasan yang
dilaksanakan ditingkat provinsi, dibuktikan dengan
sertifikat tanda kelulusan

Huruf (g)
Cukup jelas

Huruf (h)
Cukup jelas

Huruf (i)
Cukup jelas

Huruf ()
Cukup jelas
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Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf (a)

fungsi pengawas sekolah/madarasah melaksanakasi fung
supervisi akademik adalah membantu guru dalam: (1)
merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau biarhing
(2) melaksanakan kegiatan pembelajaran/ bimbin{#n,
menilai proses dan hasil pembelajaran/ bimbing&@nmne-
manfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layana
pembelajaran/bimbingan, (5) memberikan umpan balik
secara tepat dan teratur dan terus menerus padages
didik, (6) melayani peserta didik yang mengalami
kesulitan belajar, (7) memberikan bimbingan belpgda
peserta didik, (8) menciptakan lingkungan belajangy
menyenangkan, (9) mengembangkan dan memanfaatkan
alat Bantu dan media pembelajaran dan atau bimbjnga
(10) memanfaatkan sumber-sumber belajar, (11) me-
ngembangkan interaksi pembelajaran/bimbingan (negtod
strategi, teknik, model, pendekatan dll.) yang tegen

berdaya guna, (12) melakukan penelitian praktisi bag
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perbaikan pembelajaran/bimbingan, dan (13)

mengembangkan inovasi pembelajaran/bimbingan
Huruf (b)

Supervisi manajerial adalah fungsi supervisi yang
berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah y&ag ter
langsung dengan peningkatan efisiensi dan efeksivit
sekolah yang mencakup: (1) perencanaan, (2) kaasilin
(3) pelaksanaan, (3) penilaian, (5) pengembangan
kompetensi SDM kependidikan dan sumberdaya lainnya,
dengan sasaran supervisi manajerial adalah membantu
kepala sekolah dan staf sekolah lainnya dalam nh&age
administrasi  pendidikan seperti: (1) administrasi
kurikulum, (2) administrasi keuangan, (3) admirasir
sarana prasarana/perlengkapan, (4) administrasoiper
atau ketenagaan, (5) administrasi kesiswaan, (6)
administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, (7)
administrasi budaya dan lingkungan sekolah, sedja (
aspek-aspek administrasi lainnya dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Pendayagunaan sarana dan prasarana harus mendukung
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terciptanya lingkungan kerja yang nyaman, amanatselan
selamat sehingga dapat menunjang terselenggarargsesp

pembelajaran yang bermutu.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup jelas
Huruf (b)
Cukup jelas
Huruf (c)
Cukup jelas
Huruf (d)
Cukup jelas
Huruf (e)
Cukup jelas
Huruf (f)

Kerjasama antara pemerintah provinsi dengan peaguru
tinggi bidang kependidikan dilakukan berdasarkatano
kesepahaman (MoU), yang memuat pengaturan tentang
rekruitmen calon mahasiswa, pengadaan sarana dan
prasarana, pendanaan mahasiswa dan uji kompetensi

lulusan serta peningkatan mutu calon guru.

Ayat (3)
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Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jealas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
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Ayat (5)

Satuan pendidikan yang berprestasi ditunjukkan aeng
indikator: (a) memiliki visi, misi, program kerjaagg mengarah
pada manajemen peningkatatan mutu, (b) mampu
menyelenggarakan proses pembelajaran bermutu yang
memuaskan pelanggan internal dan eksternal, dasektirang-
kurangnya 50% lulusannya dapat diterima di sekodddu
perguruan tinggi unggulan. Besaran dana pembinaasuhikan

dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas
Pasal 56

Cukup jelas
Pasal 57

Cukup jelas
Pasal 58

Cukup jelas
Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas
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Ayat (5)

Sumber pembiayaan pendidikan yang berasal dari
entrepreneurship satuan pendidikan adalah incomerging
yang diupayakan sekolah, meliputi antara lain; ikasekolah,
penjualan produk hasil karya peserta didik atauadan
kependidikan, royalti dari hak cipta, paten milianga sekolah,

SHU koperasi sekolah dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas
Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 64

Cukup jelas
Pasal 65

Cukup jelas
Pasal 66

Cukup jelas
Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cuku jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan rRiovi

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan,
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penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan padaansat
pendidikan meliputi: PAUD/RA sederajat, SMP/MTs/8exjat,
SMA/MA/SMK/Sederajat, dan Perguruan Tinggi di bidan
kependidikan (FKIP, Tarbiyah, STKIP dan STIT) seeyinsi
Jambi.

Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas
Pasal 71

Cukup jelas
Pasal 72

Cukup jelas
Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jealas
Pasal 75

Cukup jelas
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